ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi pelaksanaan perizinan UMKM, mengetahui faktor penghambat dalam pelaksanaan perizinan UMKM dan untuk mengetahui upaya yang dilakukan dalam menghadapi hambatan implementasi perizinan UMKM di Kecamatan Gerunggang. Metode penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif dengan pendekatan induktif. Pengumpulan data dan informasi dilakukan dengan cara kuesioner, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data dilakukan dengan statistik deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa indikator sumber daya, indikator disposisi, dan indikator struktur birokrasi berkategori sangat baik, sedangkan indikator komunikasi perlu ditingkatkan. Implementasi perizinan UMKM di Kecamatan Gerunggang sudah berjalan dengan baik tetapi harus ditingkatkan lagi, karena masih terdapat hambatan yang terjadi seperti masih adanya aparatur yang kurang paham dan tidak berkompeten dalam pemberian pelayanan, kurangnya anggaran dan partisipasi dari masyarakat.
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[bookmark: _GoBack]ABSTRACT
The purpose of this research is to know the implementation of UMKM licensing implementation, know the inhibiting factor in the implementation of SME licensing and to know the efforts made in facing the obstacles of UMKM licensing implementation in Gerunggang Sub-district.. This research method using descriptive qualitative with inductive approach. Collecting data and information is done by questionnaire, interview and documentation. Technique of data analysis is done with descriptive statistic. The results showed that resource indicators, disposition indicators, and bureaucratic structure indicators are very good, while communication indicators need to be improved. The implementation of MSME licensing in Gerunggang sub-district has been goes well but needs to be improved again, because there are still obstacles that occur such as the lack of understanding and incompetent apparatus in giving service, lack of budget and lack of participation from the community.

Keyword : Implementation, Policy, Delegating of Authority, Small Medium Enterprises (SMERs) permission. 


